BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan

hak anak agar dapat berkembang secara optimal dan
efektif, perlu mengembangkan Kabupaten Layak Anak
tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan daerah
responsif terhadap kebutuhan anak;

. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak

Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran,
perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan
hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara
pendayagunaan potensi lokal dan aspek sosial budaya
serta ekonomi, yang disusun dalam RAD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2019-2024;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);

. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);



Menetapkan

10.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 168);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3
Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

|
2.

pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
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Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah
Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak
melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.

Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan
nilai dari kinerja tahunan dalam pemenuhan hak anak yang wajib
dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan
dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang
dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak
Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan
partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada
organisasi politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenubhi
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara
memadai dan wajar.

Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah
anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada
umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan atau
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjunya disingkat ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi
dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.

Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya
disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi
kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta
dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah
Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
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Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS
adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan
diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.

Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan
identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak
dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak
dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi,
anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami
penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.

Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang
melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga
pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak dan
terutama anak vyang berhadapan dengan hukum, eksploitasi,
penanganan yang salah, penelantaran dan tindak kekerasan.

Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah
wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik
pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan
pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang
selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak
Anak.

Pasal 2

Penyusunan RAD-KLA dimaksudkan untuk:

a.

menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahtera;

menjamin pemenuhan hak anak dalam menciptakan rasa aman, ramah
dan bersahabat;

melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan;

d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;

e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan

pertama bagi anak; dan

membangun sarana dan prasarana di Daerah yang mampu memenuhi
kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal.

Pasal 3

RAD-KLA disusun dengan tujuan sebagai pedoman secara sistematis,
terarah dan tepat sasaran serta terintergrasi dalam rencana pembangunan
jangka panjang, menengah dan tahunan dalam mewujudkan KLA.
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BAB 11
PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan
kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan
pencapaian indikator KLA.

RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan
penyelesaiannya secara menyeluruh.

RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan
Gugus Tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan
Pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai
tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 5
(lima) klaster sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak
dalam 5 (lima) klaster yaitu:

hak sipil dan kebebasan;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

kesehatan dasar dan kesejahteraan;

pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
perlindungan khusus.
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BAB III
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 6

Sasaran program/kegiatan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan
lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang beranggotakan dari
legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia
usaha dan forum anak yang mengoordinasikan program kegiatan untuk
mewujudkan KLA.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi
sumber daya baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun dunia
usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
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mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
melakukan advokasi dan komunikasi informasi dan evaluasi
kebijakan KLA;

mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar;
menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA
yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber
daya; dan

e. menyusun RAD-KLA dan mekanisme kerjanya.
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(5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas
KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD-KLA.

(6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Raya.




